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K A T A  P E N GA N T A R  

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa 

keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di 

dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa 

perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, 

termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan 

APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara. 

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang 

dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang 

sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain 

sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan 

pengadilan. 

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib 

menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuklaporan 

keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, 

hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan 

perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan 

keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset 

lainnya. 

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi 

pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka 

pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan 

pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem 
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penatausahaan tersebut.iuga harus dapat memenuhi kebutuhan manaiemen pemerintah di

dalam perencanaan, pengadaan' pengembangan' pemeliharaan' maupun penghapusan

(disposal).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester ltahun

2019 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung

Republik lndonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan

Keuangan Mahkamah Agung Republik lndonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa

meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga'

nep, 28 Juni 2019
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